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DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kebumen yang memeriksa dan mengadili perkara

tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan
perkara cerai gugat antara :

Penggugat, umur 38 tahun, agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta,
Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di
Dukuh Ngetuk, RT.02, RW.03, Desa XXX, Kecamatan XXX,
Kabupaten Kebumen, dalam hal ini memberikan kuasa kepada
SUBUR TUHARSO,S.H., dan DESI WINDIA WATI,S.H., dan
TOLIB MUNTAHA,S.H., Advokat yang berkantor di Jin. Indrakila
No. 38 Kelurahan Panjer, Kecamatan Kebumen, Kabupaten
Kebumen berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 08 September
2023, dan telah di Register di Kepaniteraan pengadilan Agama
Kebumen tanggal 11 Septemebr 2023, sebagai Penggugat;

melawan;

Tergugat, umur 41 tahun, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan
Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di RT.03, RW.02,
Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Kebumen, sebagai

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;
Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA
Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 11 September
2023 telah mengajukan gugatan perceraian, yang telah didaftar di Kepaniteraan
Pengadilan Agama Kebumen dengan Nomor 2102/Pdt.G/2023/PA.Kbm, tanggal
11 September 2023 dengan dalil-dalil sebagai berikut :
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putysapmARKPBAGFAaYAYERII menikah dengan Terggugat pada tanggal XXX,
sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor XXX, tertanggal XXX,

yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten
Kebumen;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama
selama kurang lebih 4 tahun di rumah kontrakan di Kota Tanjungpinang, dan
terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dirumah orang tua
Penggugat di Dukuh Ngetuk, RT.02 RW.03, Desa XXX, Kecamatan XXX,
Kabupaten Kebumen;

3. Bahwa dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat telah berhubungan
layaknya suami istri, dan telah dikaruniai dua orang anak yang bernama :;

. Rio Mahesa, tempat tanggal lahir : Kebumen, 16-05-2013,
NIK.3305131605130001, Jenis kelamin : Laki-laki, Pendidikan : SD;
. Rayhan Ramadhan, tempat tanggal lahir : Tanjungpinang, 14-05-

2020, NIK.2172021405200001, Jenis kelamin : Laki-laki, Pendidikan;
Kedua anak tersebut sekarang dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis namun
sejak bulan Juni 2019 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak
harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan
Tergugat tidak rutin dalam memberikan nafkah uang kepada Penggugat,
sehingga kebutuhan keluarga tidak dapat tercukupi dengan baik dan
Penggugat bekerja untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan
Tergugat terjadi pada bulan Januari 2021, dengan penyebab Tergugat masih
tetap sama pada posita 5 dan tidak ada perubahan dalam sikapnya. Akhirnya
Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat di RT.03 RW.02, Desa XXX,
Kecamatan XXX, Kabupaten Kebumen, yang sampai dengan saat ini telah
berjalan selama kurang lebih 2 tahun 8 bulan lamanya Penggugat dan
Tergugat berpisah tempat tinggal;
6. Bahwa Penggugat telah berusaha agar rumah tangga Penggugat dan
Tergugat dapat hidup rukun kembali dengan cara meminta bantuan/nasehat
kepada keluarga, namun usaha tersebut tidak berhasil dan Penggugat sudah
tidak sanggup lagi untuk meneruskan hidup berumah tangga dengan

Tergugat;
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putgsagdhr@akaEs RSP Bl tersebut diatas Penggugat mengajukan gugatan
cerai kepada Tergugat berdasarkan pasal 19 huruf (f) PP No. 9 tahun 1975,

yaitu antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan yang

tidak bisa diselesaikan;

8. Bahwa Penggugat sanggup dan bersedia membayar biaya panjar perkara;
Bahwa berdasarkan hal- hal tersebut diatas Penggugat mohon kepada

Ketua Pengadilan Agama Kebumen untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut ;
Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (Marsum bin Sanardi)

terhadap Penggugat (Bilyanti binti Martowidadi);

3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan hukum;

ATAU : Apabila ternyata Ketua Pengadilan Agama Kebumen, cq. Majelis

Hakim berpendapat lain, maka kami mohon agar diberikan putusan yang

seadil-adilnya. (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang
menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke
muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai
wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang
relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa
tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak
bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya
untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah
datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya
dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang
maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah
mengajukan alat-alat bukti berupa :
A. Surat:

a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat yang dikeluarkan oleh
Pemerintah Kabupaten Kebumen NIK 3305134205850001 tanggal
14/12/2015 telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai
cukup serta dinazegelen (bukti P.1);
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putys EbIBREARIA PRIV ARE Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX
Kabupaten Kebumen Provinsi Jawa Tengah Nomor XXX Tanggal XXX telah

dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup serta
dinazegelen (bukti P.2);

B. Saksi:

1. XXXX, umur 36 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani/Pekebun,

tempat tinggal di Dusun Kalengtuk RT 04 RW03 Desa XXX Kecamatan

XXX Kabupaten Kebumen di bawah sumpahnya saksi tersebut memberikan

keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, mereka adalah
pasangan suami isteri;

- Bahwa Saya adalah tetanggaPenggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2010;

- Bahwa Suami Penggugat bernama Muchlani;

- Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugattinggal bersama
sebagai suami isteri yang terakhir di rumah orang tua Penggugat;

- Bahwa Selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai
keturunan 2 orang anak;

- Bahwa saya mengetahui, Penggugat datang ke persidangan ini dengan
maksud akan bercerai dengan Tergugat;

- Bahwa Penggugat menegajukan cerai disebabkan karena Penggugat
dan Tergugat sering terjadi pertengkaran;

- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar pertengkaran Penggugat
dan Tergugat;

- Bahwa Pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan karena
masalah ekonomi rumah tangga yang kurang tercukupi dengan balik;

- Bahwa Tidak, sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah
sejak sekitar bulan Januari tahun 2021;

- Bahwa Setelah berpisah rumah, komunikasi antara Penggugat dan
Tergugat sudah tidak ada;

- Bahwa saksi sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat
akan tetapi tidak berhasil;

- Bahwa Saya sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat
dan Tergugat;
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1. XXXX, umur 34 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta,

tempat tinggal di Dusun Kalengtuk RT 02 RW03 Desa XXX Kecamatan

XXX Kabupaten Kebumen di bawah sumpahnya saksi tersebut memberikan

keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, mereka adalah
pasangan suami isteri;

- Bahwa Saya adalah tetanggaPenggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2010;

- Bahwa Suami Penggugat bernama Muchlani;

- Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugattinggal bersama
sebagai suami isteri yang terakhir di rumah orang tua Penggugat;

- Bahwa Selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai
keturunan 2 orang anak;

- Bahwa Saya mengetahui, Penggugat datang ke persidangan ini dengan
maksud akan bercerai dengan Tergugat;

- Bahwa Penggugat menegajukan cerai disebabkan karena Penggugat
dan Tergugat sering terjadi pertengkaran;

- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar pertengkaran Penggugat
dan Tergugat;

- Bahwa Pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan karena
masalah ekonomi rumah tangga yang kurang tercukupi dengan baik;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah selama kurang
lebih 2 tahun 8 bulan;

- Bahwa Setelah berpisah rumah, komunikasi antara Penggugat dan
Tergugat sudah tidak ada;

- Bahwa saksi sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat
akan tetapi tidak berhasil;

- Bahwa Saya sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat
dan Tergugat;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya secara lisan menyatakan yang

pada intinya Penggugat tetap menginginkan terjadinya perceraian;
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putus @A KIBaRAAHYS 99NEk Penggugat tidak mengajukan keterangan

tambahan atau sesuatu apapun lagi dan mohon kepada Majelis Hakim agar

perkaranya diputuskan ;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal
yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah

sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil dengan secara resmi dan
patut untuk datang menghadap di persidangan yang telah ditentukan, tetapi
Tergugat tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain untuk datang
menghadap sebagai kuasanya, dan tidak ternyata, bahwa tidak datangnya itu
disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak
hadir, dan selanjutnya perkara ini akan diputus tanpa kehadiran Tergugat, hal ini
sesuai dengan Pasal 125 dan 126 HIR;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap
di persidangan yang telah ditentukan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 Ayat (1 dan 4)
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50
Tahun 2009, maka pada setiap kali sidang Majelis Hakim telah menasehati
Penggugat agar rukun lagi dan membina rumah tangga secara baik dengan
Tergugat, tetapi tidak berhasil, karena Penggugat tetap berkeinginan untuk
bercerai dari Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, maka terbukti, Penggugat
bertempat tinggal di Dukuh Ngetuk, RT.02, RW.03, Desa XXX, Kecamatan XXX,
Kabupaten Kebumen, wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kebumen, dengan
demikian berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7
Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan
Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-
undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Kebumen berwenang

secara relatif untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini;
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putusagammbamgNBaHmE $erdasarkan bukti P.2, maka terbukti, bahwa antara
Penggugat dengan Tergugat adalah suami-istri yang sah yang pernikahannya

telah dilaksanakan pada tanggal XXX menurut hukum Islam, oleh karena itu
Penggugat telah memenuhi syarat kedudukan hukum (legal standing) untuk
mengajukan gugatan cerai ini sehingga berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a)
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua
dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tersebut, Pengadilan Agama
Kebumen berwenang untuk memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara a
quo;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat pada pokoknya adalah
bahwa Penggugat mohon agar diceraikan dari Tergugat dengan alasan Penggugat
dan Tergugat telah terjadi pertengkaran yang disebabkan karena karena masalah

ekonomi rumah tangga yang kurang tercukupi dengan baik;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat
telah mengajukan alat bukti P.1, dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi yang telah

memberikan keterangan sebagaimana terurai pada bagian pembuktian;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 dan P.2 adalah merupakan alat bukti

otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat adalah bukan orang yang
dilarang untuk menjadi saksi, telah memberikan keterangan secara terpisah di
depan persidangan dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu telah memenuhi

syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa materi dari keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut

pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat tahun 2010;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat rukun bersama di rumah
orang tua Penggugat;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang
anak;

- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama 2 tahun 8
bulan karena sebelumnya telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara
Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena masalah ekonomi rumah

tangga yang kurang tercukupi dengan baik;
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putusfieRIAHEHY 2haBWAhEREA keterangan saksi-saksi tersebut didasarkan atas

pengetahuan sendiri, keterangan tersebut antara yang satu dengan yang lain

saling bersesuaian dan relevan dengan pokok perkara, oleh karena itu telah
memenuhi syarat materiil saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi-saksi Penggugat telah memenuhi
syarat formil dan materiil saksi, berdasarkan Pasal 170 dan 171 ayat (1) HIR,

maka kesaksian tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan dan alat-alat bukti Penggugat

tersebut di atas, maka telah dapat ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat tahun 2010;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat rukun bersama di rumah

orang tua Penggugat;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang

anak;

- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama 2 tahun 8

bulan karena sebelumnya telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara

Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena masalah ekonomi rumah

tangga yang kurang tercukupi dengan baik;

- Bahwa pihak keluarga atau orang dekat Penggugat sudah berusaha

merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan

dan pertengkaran dan tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah

tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, maka

dengan demikian dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut beralasan dan tidak

melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka rumah tangga Penggugat dan
Tergugat telah pecah dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi sebagai suami
istri lagi dan pula tidak mungkin dapat disatukan kembali untuk membentuk rumah
tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan tidak
mungkin pula untuk dapat mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah,
mawaddah, dan rahmah sebagaimana tujuan perkawinan yang ditentukan oleh
Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam
serta Al-Qur'an Surat Ar-Rum Ayat : 21;
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putusan.maBkaAkMY BahWE Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut

diatas, maka gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi alasan perceraian

sebagaimana maksud isi Pasal 39 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974
Jo. Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116
huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, dan pula sesuai dengan ketentuan dalam Kitab
Ghoyatul Marom Li Syaikhil Majdi, yang berbunyi:

Al _m Gl agle 3l lga g B A g S Aue 5 o 20 203N 3 )

Artinya: “Jika istri sudah sangat benci terhadap suaminya maka Hakim dapat menjatuhkan
talak suami terhadap istrinya.”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut
diatas, maka Majelis Hakim berpendapat, telah terdapat cukup alasan menurut
hukum untuk mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek, sehingga Majelis
Hakim menjatuhkan talak satu ba'in sughra dari Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang
perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang 7 Tahun 1989 yang
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua
dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini
dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan Pasal 125 dan 126 HIR serta ketentuan dalil syar'i yang

berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut
untuk datang menghadap dipersidangan tidak hadir;

2. Mengabulkan Gugatan Penggugat dengan Verstek;

3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat
(Penggugat);

4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah
Rp. 525.000,00 (lima ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis
Hakim Pengadilan Agama Kebumen pada hari Selasa tanggal 03 Oktober 2023
M bertepatan dengan tanggal 18 Rabiul Awwal 1445 H oleh Drs. H. Daldiri, S.H.
sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Asrori, S.H., M.H. dan Drs. H. Nurkhojin masing —
masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan
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dutans PerrfAyas ik Atk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi
Hakim — hakim anggota tersebut dan dibantu oleh Drs. Sukar Sigit Handoyo

sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Kuasa Penggugat tanpa
hadirnya Tergugat;

Hakim Ketua
ttd
Drs. H. Daldiri, S.H.

Hakim Anggota Hakim Anggota
ttd ttd
Drs. H. Asrori, S.H., M.H Drs. H. Nurkhojin

Panitera Pengganti
Ttd
Drs. Sukar Sigit Handoyo

Perincian Biaya Perkara :

Biaya Pendaftaran . Rp 30.000,00
Biaya Proses : Rp 75.000,00
Biaya Pemanggilan . Rp 400.000,00
Biaya Redaksi : Rp 10.000,00
Biaya Meterai : Rp 10.000,00

Jumlah : Rp 525.000,00

Keterangan:
Penetapan ini berkekuatan hukum tetap pada tanggal ..........c.ccevvinnn

Kebumen ......ccccovvveiiiieninne,

Untuk Salinan sesuai dengan aslinya.
Panitera

Tazkiyaturrobihah, S.Ag., M.H.
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